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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
       Tata kelola Ruang Laut & Pesisir terdapat banyak Yuridiksi mulai dari 
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi sampai Daerah Kabupaten.  Ruang laut di 
Kabupaten Pasuruan sesuai Perda Jawa Timur tentang RZWPDPPK digunakan 
berbagai peruntukan antara lain : Termasuk Zona Pelabuhan Daerah Lingkungan 
Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) : Pelabuhan 
Pasuruan, Zona Wilayah Kerja Pengoperasioan Pelabuhan Perikanan (WKOPP) 
Pelabuhan Perikanan Pantai Lekok, Zona Perikanan Tangkap Pelagis, Zona 
Energi : PLTGU Grati, Zona Lingkungan Lahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
Kawasan Strategis Nasional, Wilayah Pertahanan Negara :Daerah Ranjau Area V 
di Perairan Kabupaten Pasuruan, Daerah Latihan KRI TNI AL di Perairan 
Kabupaten Pasuruan, Pipa Kabel Bawah Laut (Pipa Minyak dan Gas) di Perairan 
Kabupaten Pasuruan, Area Penangkapan Ikan Tradisional.
1
  
       Peruntukan laut di Kabupaten Pasuruan itu semua penting. Dalam menjaga 
keberlanjutan ekosistem, dan lingkungan lautnya itu harus dilakukan secara 
bersama-sama. Agar laut di kabupaten pasuruan tetap berkelanjutan untuk 
generasi masa mendatang. Berdasarkan permasalahan yang diambil, terdapat 
beberapa teori serta konsep yang digunakan sebagai acuan dalam proses 
pembahasan hasil penelitian. Selain menjelaskan teori yang akan digunakan dalam 
bab ini juga menampilkan penelitian terdahulu yang di dapat dari bahan bacaaan 
                                                          
1
 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023, 
No 1 Tahun 2018 (PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Februari 05, 2018). 
 35 
 
jurnal, buku, dan juga hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya 
mengenai Pengelolaan kawasan pesisir melalui penanggulangan sampah laut 
untuk mewujudkan konservasi berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan. 
2.1  Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam 
melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sehingga diharapkan 
dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih 
berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut dijadikan sebagai 
tolak ukur atas hasil berkelanjutan yang telah dicapai. Berikut merupakan 
penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang 
dilakukan penulis 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Judul & Penulis Metode Intisari / Pembahasan 
1. “Partisipasi Masyarakat 
dan Nelayan Dalam 
Mengurangi 
Pencemaran Air Laut di 
Kawasan Pantai Manado 
Sulawesi Utara” 
Oleh : Chairil Nur 
Siregar 
Kualitatif, 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
sosiokultural. 
- - Dampak negatif reklamasi pantai terhadap 
lingkungan yaitu perubahan hidro 
oceanografi, erosi pantai, sedimentasi, 
peningktan kekeruhan, pencemaran laut, 
peningkatan potensi banjr, dampak biologis 
berupa terganggunya ekosistem mangrove, 
terumbu karang, padang  lamun, estuaria, 
dan penuranian keaneragaman hayati. 
- -Bebagai macam presepsi masyarakat 
tentang sampah yang menimpa lingkungan 
mereka, ada yang mendapat rangsangan 
karena menganggap sampah merupakan 
faktor utama yang harus diselesaikan, ada 
juga yang tidak peduli karena menganggap 
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No Judul & Penulis Metode Intisari / Pembahasan 
sampah merupakan urusan pemerintah - 
Bentuk pengawasan yang di lakukan oleh 
masyarakat  tidak di dukung dengan adanya 
AMDAL 
- -Bank sampah menjadi solusi untuk 
mencegah masyarakat membuang sampah ke 
pantai. Dengan memisahkan sampah organik 
dan anorganik .  
2. “Perlindungan Lingkungan 
Laut Samudera Pasifik 
Dari Gugusan  Sampah 
Platik Berdasarkan Hukum 
Lingkungan Internasional” 
Oleh : Devilla Prawidya 
Azaria 
Penelitian 
yuridis 
normatif 
menggunakan 
Metode 
pendekatan 
perundang-
undangan serta 
pendekatan 
kasus. 
- Amerika serikat  dengan Clean Water Act  
1972 membuat peraturan perundang-
undangan untuk mencegah, mengurangi, 
dan mengendalikan pencemaran laut dari  
daratan. 
- Jepang juga telah menentukan standart 
mutu nasional melalu Japan Basic 
Environmental Law (JBEL) dengan 
melibatkan berbagai kementeriannya.  
- Langkah penanggulagan pencemaran laut 
dari kotoran  platsik secara regional adalah 
melalui Action Plan for the Protection, 
Management and Development of the 
Norwest Pasific Region (NOWPAP). 
3. “Upaya Mengatasi Smpah 
Plastik di Laut” 
Oleh : Teddy 
Prasetiawan 
Metode 
penelitian 
Kualitatif, 
dengan 
pembahasan 
deskriptif 
- Peran pemerintah pusatt sangatt besar 
dalam membangun fasilitas persampahan 
di seluruh daerah 
- Indonesia, bukan negara yang sukses 
menjalankan program mengurangi masalah 
persampaan. 
- Program pemanfaatan plastik sebagai 
campuran aspal yang di prioritaskan 
penggunanya untuk pembangunan jalan 
nasional dan Teknologi Insenerasi 
(Pembakaran) 
- EPR Extended Producer Responsibility 
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No Judul & Penulis Metode Intisari / Pembahasan 
menumbuhakan skema take back atau 
menarik lagi semua kemasan plastik yang 
di jual.  
4. “Kualitas Perairan Pasca 
Pencemaran Sampah 
Laut di Pantai Kuta 
Bali” 
Oleh : Aprizon Putra 
dan Semeidi Husrin 
Penentuan  
stasiun 
pengukuran 
kualitas 
perairan 
dilakukan 
dengan 
purposive 
sampling . 
Penelitian 
dilakukan 
dengan 
Quantitatif. 
- Parameter Fisika meliputi : Suhu, 
kekeruhan. Sedangkan parameter kimia 
meliputi : PH, Oksigen terlarut/DO, 
Salinitas. 
- Umumnya sampah laut diakibatkan oleh 
fenomena angin  musim Barat yang bertiup 
dari wilayah Barat ke Timur. 
5. “Tata Kelola Kelautan 
Berdasarkan Integrated 
Coastal and Ocean 
Management Untuk 
Pembangunan Kelautan 
Berkelanjutan” 
 Oleh : Dina Sunyowati 
Metode 
kualitatif 
dengan 
pembahasan 
deskriptif 
dengan 
melakukan 
pendekatan 
norma. 
- Implementasi Good Ocean Goverment 
memerlukan partisipasi publik dan 
kerjasama antar lembaga dan stakeholder. 
- Pengaturan Wilayah pesisir di bagi menjadi 
beberapa tingkatan 
- Lemahnya perangkat hukum pemanfaatan 
sumber daya pesisir dan laut serta 
penegakan hukumnya  menyebabkan masih 
banyaknya pemanfaatan  sumberdaya yang 
tidak terkendali.  
- Dalam mengelola laut sebagai wilayah ada 
dua hal pokok yang perlu di perhatikan 
yaitu secara eksternal dan internal.  
- Pembangunan kelautan berkelanjutan 
bersifat multidimensi yang artinya 
mewujudkan kelestarian pembangunan 
suatu kaswasan baik secara politik, 
ekonomi, sosial dan budaya secara 
 38 
 
No Judul & Penulis Metode Intisari / Pembahasan 
berkelanjutan. 
- Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan 
laut memadukan dan menyelaraskan antara 
atuan-aturan hukum internasional dan 
hukum nasional untuk mewujudkan 
pembangunan kelautan berkelanjutan. 
 
Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Chairil Nur Siregar dengan 
Judul “Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam  Mengurangi Pencemaran Air Laut 
di Kawasan Pantai Manado Sulawesi Utara”,  pada pembahasan hasil penelitian 
didapatkan  karena adanya Pembangunan Reklamasi Pantai untuk membangun 
gedung, hotel, perkantoran, mall, dan restoran di sepanjang garis pantai, serta 
meningkatnya pencemaran air laut akhibat aktivitas manusia di sepanjang garis 
pantai. Kini Reklamasi banyak menimbulkan dampak negatif seperti punahnya 
biota laut, sering terjadinya banjir di daerah pinggiran pantai saat hujan, 
meningkatnya suhu yang di rasakan masyarakat kota Manado yang di sebabkan 
hilangnya tanaman bakau dan penimbunan sampah anorganik akhibat limbah yang 
di buang oleh beberapa pusat hiburan. Dampak negatif  reklamasi pantai terhadap 
lingkungan sendiri yakni perubahan hidrooceanografi, erosi pantai, sedimentasi, 
peningktan kekeruhan, pencemaran laut, peningkatan potensi banjr, dampak 
biologis berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang 
lamun, estuaria, dan penurunan keaneragaman hayati. 
Serta berbagai macam presepsi masyarakat tentang sampah didapat yang 
menimpa lingkungan mereka, ada yang mendapat rangsangan karena menganggap 
sampah merupakan faktor utama yang harus diselesaikan, ada juga yang tidak 
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peduli karena menganggap sampah merupakan urusan pemerintah sehingga 
merupakan hal yang tidak penting untukdi selesaikan. Adapun prsepsi masyarakat 
yang menanggap sampah itu adalah barang yang kotor, bau, tidak berguna, dan 
dapat menimbulkan penyakit. Adapun Bentuk pengawasan yang di lakukan oleh 
masyarakat tidak di dukung dengan adanya AMDAL, masyarakat tidak 
menemukan data dan bukti bahwa reklamasi tersebut telah melalui proses 
AMDAL. Hal ini merupakan pelanggaran sesuai dengan UU No.23 Tahun 1997 
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan dari permasalahan tersebut solusi 
yang kini dilaksanakan yakni  Bank sampah, Bank sampah  menjadi solusi untuk 
mencegah masyarakat membuang sampah ke pantai. Dengan memisahkan sampah 
organik dan anorganik 
Jadi, keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut 
berada pada partisipasi masyarakatnya dalam  menanggulangi sampah laut di 
pesisir pantai karena dampak yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga. Tetapi  
yang membedakan dari penelitian ini adalah dalam penanggulangan sampah 
pesisir oleh beberapa stakeholder jika di penelitian terdahulu hanya sekedar 
mengidentifikasi prespektif masyarakat tentang sampah laut di pesisir dan dampak 
dari pembangunan reklamasi yang terjadi. 
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Devilla Prawidya Azaria dengan 
judul “Perlindungan Lingkungan Laut Samedera Pasifik dari Gugusan Sampah 
Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional”, pada pembahasan hasil 
penelitian didapatkan Presentasi kotoran plastic mencapai 60-80% dari seluruh 
sampah laut dari berbagai macam  kegiatan salah satunya pembuangan kendaraan 
laut yang ikut menyumbang banyak sampah di lautan. Perlindungan samudera 
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pasifik dari sampah plastic yang berawal dari daratan, letak Great pasific 
Garbagee Patch yang ada dilaut lepas dan memberikan dampak sendiri tetang 
pertanggung jawaban dan tindakan pembaharuannya karena tidak bisa ditentukan 
secara mutlak. Biarpun  letak diluar yuridiksi Nasional Negara, namun persoalan 
lingkungan laut merupakan permasalah bersama yang wajib di selesaikan agar 
dapat terus  terjaga makhluk hidup yang ada di laut. 
Kini, dengan adanya permasalahan tersebut Amerika serikat  dengan 
Clean Water Act  1972 telah melakukan kewajibannya seperti yang dinyatakan 
oleh UNCLOS 1982 membentuk peraturan perundang-undangan Nasional untuk 
mnecegah, memangkas, dan membatasi polusi laut dari sumber daratan. Begitu 
juga dengan Negara Jepang, Jepang juga sudah menentukan standart mutu 
Nasional melalui Japan Basic Environmental Law (JBEL) dengan melibatkan 
berbagai kementeriannya. Sehingga dengan begitu, campaign ini juga merupakan 
kegiatan penyelesaian polusi lautt dari  kotoran plastik secara regional ialah lewat 
Action Action  Plan For The Protection,  Management nd Development Of The 
Marine And Coastal Environment Of Thee Norwest Pasific Regional (NOWPAP). 
 Jadi, keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut 
berada dalam prespektif Internasional atau  Negara-Negara di Dunia terhadap 
sampah laut dan pesisir. Tetapi  yang membedakan dari penelitian ini adalah 
dalam cara penanggulangan sampah laut dan pesisir oleh Negara-Negara di Dunia, 
jika di penelitian terdahulu telah mengkaji apsek yuridis sebuah kebijakan di 
Negara-Negara di Dunia dalam  aksi  penanganan pencemaran laut oleh sampah 
plastik secara regional adalah melewati  Action Plan for the Protection, 
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Managementt and  Development of thee Marine and Coastal Environment of the 
Norwest Pasific Region (NOWPAP). 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Prasetiawan yang berjudul “ 
Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut”, pada pembahasan hasil penelitian 
didapatkan  Masalah sampah plastik di laut sudah jadi salah satu isu penting dan 
mengemuka. Melalui forum Maritime Debris Summit, Word Ocean Summit, 
Konerensi Kelautan PBB New York, G20 Summit, Indonesia telah 
menyampaikan kommitmennya untuk mengurangi 70% sampah plastik dii laut 
pada tahun  2025 yang akan datang.  Indonesia perlu serius menangani masalah 
ini dan upaya yang telah di lakukan dalam rangka merealisasikan target 
pengurangan sampah plastik di laut. 
  Peran pemerintah pusat sangat banyak dalam  membangun fasilitas 
persampahan ke seluruh daerah, akan  tetapi upaya itu kurang didukung oleh 
pemerintah daerah yang masih kurang memprioritaskan masalah sampah. Dana 
oprasional dan  perawatan  pengelolaan sampahnya masih jauh dan sedikit 
sehingga pengelolaan sampah diselenggrakan secara bussines as ussual. 
Indonesia, bukan negara yang sukses menjalankan program mengurangi masalah 
persampaan karena menurut data Kementerian, pada tahun 2015 Fasilitas Bank 
sampah 1900 hanya 570 yang beroprasi, adapun 10% total investasi fasilias 
persampahan yang beroprasi sesuai harapan. Adapun upaya lainnya yakni 
program pemanfaatan plastik sebagai campuran aspall yang di prioritaskan 
penggunanya untuk pembangunan jalan  nasional dan Tecnology Insenerasi 
(Pembakaran) WTE yang beresiko tinggi dalam proses pembakarannya. serta EPR 
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Extended Producer Responsibility yakni menumbuhkan  skema take back atau  
menarik kembali setiap kemasan plastic yang di jual. 
Jadi, keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut 
berada pada upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Penanggulangan sampah 
laut dan pesisir. Tidak ada yang  membedakan dari penelitian ini, hanya saja di 
penelitian terdahulu lebih intens dalam membahas upaya pemerintah pusat dalam 
menanggulangi permasalahan sampah laut dan pesisir ini. 
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aprizon Putra dan Semeidi Husri 
yang berjudul “ Kualitas Perairan Pasca Pencemaran Sampah Lau di Pantai Kuta 
Bali”  dalam pembahsannya dihasilkan Pantai Kuta dikenal sebagai destinasi 
wisata dunia, Sebagai kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang 
menjadi lokasi hotel, restoran dan beragam fasilitas perdagangan dan bisnis 
berkelas dunia, seharusnya kawasan tersebut menampilkan kuwalitas daerah yang 
sesuai dengan citra daerah tujuan wisata internasional. Akan tetapi pencemaran 
lingkungan yang terdapat pada segitiga emas pertumbuhan ekonomi itu sangat 
memprihatinkan pencemaran lingkungan hidup merupakan sebuah ironi. Apalagi 
masyarakat Bali, sebagai pendukung budaya setempat dikenal luas memiliki 
konsep nilai yang mengedepankan keharmonisan dengan alam, sangat 
mengedepankan keindahan dan nilai spiritual seharusnya memberikan kontribusi 
yang besar pada pembentukan citra kawasan yang baik. 
Parameter Fisika meliputi : Suhu, kekeruhan. Sedangkan parameter kimia 
meliputi : PH, Oksigen terlarut/DO, Salinitas. Dan lagi sampah laut di Pesisir 
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Pantai Bali Umumnya sampah laut diakibatkan oleh fenomena angin musim Barat 
yang bertiup dari wilayah Barat ke Timur. 
Jadi, Jadi, keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
tersebut berada pada penyebab sampah pesisir pantai.  Dan yang membedakan 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dalam peneliti pembahasannya 
membahas penanggulangan melalui kebijakan-kebijakan yang ada di daerah 
setempat, jika penelitian terdahulu lebih ke perhitungan parameter dari dampak 
sampah laut. 
Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Senyowati dengan Judul 
“Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coasal and Ocean Management 
untuk Pembangunan Kelaut Berkelanjutan”, dalam pembahasannya dihasilkan 
dalam Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut memadukan dan 
menyelaraskan antara atuan-aturan hukum internasional dan hukum nasional 
untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan. Implementasi Good 
Oocean Goverment juga  memerlukan partisipasi publik dan kerjasama antar 
lembaga dan stakeholder. 
Didalam Pengaturan Wilayah pesisir dibagi menjadi beberapa tingkatan, 
yang pertama Instrumen kebijakan negara dan rencana pembangunan  nasional 
jangka pendek, menengah dan panjang yang merupakan pedoman pelaksanaan 
peraturan pengolaan pesisir dan laut. Kedua, Tata kelola kelautan (basic law) dan 
undang-undang terkait lainnya.  Ketiga, peraturan pelaksanaan undang-undang 
dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lainnya (procedural laws) dan 
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tingkat keempat adalah peraturan daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir 
dan laut di daerah. 
Lemahnya perangkat hukum pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut 
serta penegakan hukumnya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan 
sumberdaya yang tidak terkendali. Perlunya keterpaduan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut akan menentukan 
keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir laut. Didalam pengelolaan 
laut sebagai wilayah ada dua hal pokok yang perlu di perhatikan yaitu secara 
eksternal adalah menata batas-batas maritim dengan negara tetangga sesuai 
dengan ketentuan internasional yang berlaku, yang kedua yaitu internal, adalah 
menata wilayah ruang laut khususnya batas-batas peruntukan ruang laut sebagai 
suatu langkah pengaturan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut antar 
sektor yang memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya kelautan agar 
tetap berkelajutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan bersifat multidimensi, 
artinya mewujudkan kelestarian pembangunan suatu kaswasan baik secara politik, 
ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan. 
Jadi, terdapat keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
tersebut berada pada proses pengaturan pengelolaan kawasan Pesisir. Dan 
bagaimana cara pengelolaannya di daerah. Tetapi  yang membedakan dari 
penelitian ini adalah peneliti akan membahas pengelolaan pesisir dalam 
menanggulangi marine debrisnya, jika di penelitian terdahulu hanya menjelaskan 
tentang pengaturan pengelolaan kawasan pesisir laut tanpa adanya fokus 
permasalahan. 
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Dari beberapa jurnal penelitian terdahulu terdapat kesamaan Jadi keterkaitan 
dengan penelitan terdahulu berada pada proses pen gelolaan sampah plastik dan 
pencemaran sampah laut baik sampah yang berada di laut maupun di pesisir pada 
kawasan masing-masing lokus penelitian. hal yang berbeda dari penelitian ini 
terdapat pada letak marine debrisnya, fokus penelitian ini hanya pada marine 
debris  yang berada pada daerah pesisir yang sengaja dibuang ke daerah pesisir / 
sampah laut yang terbawa oleh ombak kedaerah pesisir.  Adapun tata kelola 
marine debris tersebut dikelola secara bersinergi oleh beberapa unit pemerinah 
daerah dan masyarakat  dalam konteks desentralisasi. 
Konsep utuh dari penelitian ini adalah untuk melihat tatakelola daerah pesisir 
dalam mengelola marine debris yang  berda di laut yang terbawa ombak atau yang 
sengaja dibuang pada daerah pesisir . Adapun tatakelola tersebut dalam konteks 
desentarlisasi dan otonomi daerah. hal ini dikarenakan pengelolaan daerah pesisir 
dan masyarakat daerah psisir masuk dalam kerangka desentralisasi dan otonomi 
daerah. 
2.2 Integrated Coastal and Ocean Management  
       Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RUU Pengelolaan kawasan 
tepi laut terstruktur mendefinisakan kawasan Pesisir sebagai kawasan 
peralihan yang  menggabungkan ecosystem daratan dam ekosistem laut yang 
tertera diantara batas sempadan kearah daratt sejauh tinggi air laut tertinggii 
&  ke arah lautt sejauh pengaruh aktivitas darii daratan. Kawasan tepi laut 
ini posisinya peralihan antara daratan serta lautan. Di kawasan tepi laut  ini 
sudah memberikan nilai ekonomi yang menakjubkan kepada khalayak 
karena didalamnya termuat ekosistem yang beragam dan sangat produktif. 
 46 
 
Seiringan dengan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial serta 
perumbuhan penduduk  “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. 
Akhibatnya, terdapat kesulitan penyelenggaraan  yang muncul karena 
perselisihan penggunaan yang muncul akibat beragam kebutuhan yang ada 
di kawasan tepi laut. Sehingga, keberadaan kawasan tepi laut ini terancam 
keberlanjutannya. Lantaran terdapat kapasitas yang khas dan berkualitas 
ekonomi tadi. Dengan itu kawasan tepi laut harus ditangani ala tersendiri 
supaya wilayah ini bisa dikelola secara berkelanjutan.  
Kawasan tepi laut dan Laut selaku ecosystem yang berfungsi serta 
berkelanjutan mempunyai ciri-ciri yang khas. Dilihat secara fisik, didalam 
wiayah pesisir ada dua macam sumberdaya alam dan sektor dari hulu 
hilirnya (jasa-jasa) Lingkungan yang bida dikembangkan untuk keperluan 
pembangunan. Antara proses-proses dan fungsi lingkungan serta 
penggunaan sumber daya alam terdapat keterkaitan langsung yang sangat 
kompleks. Jika dilihat secara empiris, ada kaitan ekologis (hubungan 
fungsional) baik dalam ekosistem suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) di 
kawasan pesisi maupun wilayah tepi laut dengan lahan atas (unpland ) 
dengan laut lepas. Cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, 
perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir dapat mempengaaruhi 
ekosistem lainnya. 
Begitu juga dengan pengelolaan kegiatan pembangunan seperti 
Industri, Pertanian, Permukiman diatas lahan atas (upland) jika dilakukan 
secara tidak bijak akan merusak sistem dan peran ekologis wilayah tepi laut. 
nyaris tidak mungkin untuk mengganti mindset, kebiasaan, kegemaran 
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bekerja (profesi) segerombolan orang yang berada di suatu kawasan pesisir 
yang sudah menjadi tradisi menekuni suatu bidang pekerjaan yaitu 
sekelompok ataupun lebih masyarakat yang telah memiliki keahian dan 
kegemaran bekerja dalam bidangnya Petani, nelayan, petani tambak, petani 
keluarga laut, pabrik, kerajinan rumah dan banyak lagi. Faktanya, wilayah 
pesisir adalah sumber daya properti umum yang dapat digunakan siapa saja 
(akses terbuka). Bahkan, setiap sumber daya pesisir sering berprinsip untuk 
mengoptimalkan keuntungan. Oleh karena itu, wajar jika pencemaran 
terhadap pengembangan sumber daya alam dan konflik penggunaan ruang 
sering terjadi di wilayah ini, dan dampaknya dapat menyebabkan 
penderitaan bersama. 
Pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur baik secara 
ekologis ataupun secara ekonomis, amat rentan terhadap pergantian internal 
ataupun eksternal yang akhirnya berdampak kekalahann usaha. Sebagai 
contoh, jika penyebaran pantai hanya digunakan untuk alokasi, seperti 
kolam, itu menjadi lebih rentan dari beberapa karakteristik ini jika 
penyebaran digunakan untuk beberapa tujuan. Oleh karena itu, penting bagi 
keunikan wilayah pesisir untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. 
Pengelolaan  pesisir secara terpadu diakui sebagai proses pemanfaatan 
sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan  mempertimbangkan 
aspek konservasi dan keberlanjutannya. mengenai konteks keterpaduan 
antara lain dimensi sektor ekologis, hirarki pemerintahan, antar 
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bangsa/negara, dan disiplin ilmu.
2
 Pengelolaan wilayah pesisir terpadu 
penting dilaksankan mengingat banyaknya aktifitas-aktifitas yang dapat 
dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan suatu  konsep penataan ruang dan 
berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam pembahasan ini 
maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurang-kurangnya 
mengandung 3 dimensi yakni sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan 
ekologis.
3
 
Membutuhkan sinkronisasi tugas, wewenang dan tugas antar sektor 
atau lembaga (integrasi horizontal). Memungkinkan terciptanya 
keharmonisan antara wilayah pesisir di antara desa, kecamatan, kabupaten, 
dan tingkat pemerintah daerah di tingkat pemerintah pusat (integrasi 
vertikal).
4
 
Di sisi lain, kombinasi perspektif ilmiah harus dilaksanakan 
berdasarkan pendekatan interdisipliner yang memengaruhi pengelolaan 
kawasan pesisir yang memengaruhi rekayasa teknologi, ekonomi, sosiologi, 
hukum, dan disiplin ilmu terkait lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada. 
Karena wilayah pesisir yang terdiri dari berbagai jenis ekosistem saling 
berhubungan dan tidak independen satu sama lain, perubahan / kerusakan 
yang terjadi mempengaruhi satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. 
Wilayah pesisir ialah wilayah yang tidak absolut berda dalam satu 
wilayah administratif dalam proses perencanaan tata ruangnya. sehingga 
                                                          
2
 Knecht., C.-S. a. (1998). Integrated Coastal and Marine Management. Washington DC: Island 
Press. 
3 Dahuri, R. (2001). PENGELOLAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN. Jurnal 
Kelautan , 3. 
4
 ibid 
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wilayah pesisir bisa dikelola oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah yang 
multilevel dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Hal ini mengakhibatkan terjadinya berbagai masalah yang 
kompleks yang melibatkan pihak multilevel dan multisektor dalam 
pemerintahan. Untuk memecahkannya maka di perlukan political will yang 
kuat dari pemerintah yang terkait, dan “Political will” ini harus di wariskan 
pada pemerintahan di masa yang mendatang. Tentunya butuh komitmen 
jangka panjang unuk itu dikarenakan perencanaan tata ruang berlaku jangka 
panjang. Dalam  mengimplementasikannya, perlu dibentuk tim ad-hoc yang 
bertujuan untuk memantau jalannya proses penyusunan rencana pesisir. 
Akan tetapi tim ini tidak boleh berhenti cuma dalam proses perencanaan 
saja tetapi harus berkelanjutan. Harus ada lembaga yang kuat dan legal 
dalam pemantauan penerapan perencanaan pesisir. Lembaga ini harus 
berupa lembaga lintas sektor dan terdiri dari perwakilan masyarakat.  
2.3 Marine Debris  
       Marine debris atau sampah laut adalah limbah hasil buatan manusia 
yang sengaja / tidak disengaja di lepaskan di danau, sungai, laut dan 
perairan yang lainnya. Sampah laut ini memiliki dampak yang berbahaya 
dapat mengancam kelangsungan dan keberlanjutan makhluk hidup. Ukuran 
sampah laut yang di temukan di garis pantai dapat di kategorikan menjadi 3 
bagian yakni mega debris (>1 m), macro debris (1m-2,6 cm), dan meso 
debris (2,5 cm–5 mm). Sampah-sampah laut yang terapung di dalam 
perairan  cenderung terbawa /terakumulasi di garis pantai / pesisir yang 
biasa di sebut sampah pantai. 
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       Puing-puing laut, baik disengaja atau tidak disengaja, adalah hasil dari 
pelepasan manusia ke lingkungan laut, atau disebabkan oleh fenomena alam 
seperti bencana alam dalam bentuk bahan buatan manusia. Penyebab 
pencemaran laut adalah pencemaran yang disebabkan oleh tanah, 
pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas kapal selam, pencemaran yang 
disebabkan oleh pembuangan limbah (dumping), pencemaran dari kapal, 
pencemaran dari atmosfer atau atmosfer, atau pencemaran dari atmosfer 
atau atmosfer. (Konvensi Amerika tentang Hukum Laut (UNCLOS), 1982) 
      NOAA (2013) adalah puing-puing samudera apung atau apa yang biasa 
disebut puing-puing laut degan adalah benda padat yang mengapung di 
permukaan laut dan memiliki sifat persisten, langsung atau tidak langsung, 
disengaja atau niat yang berasal dari produk buatan atau diproses Klaim 
untuk dibuang atau diabaikan tanpa mengalir di lingkungan laut atau 
melalui sungai. Sebagian besar puing-puing laut terbuat dari bahan yang 
sulit diurai, seperti plastik, kain, kertas, logam, jaring, busa polystyrene, 
kaca, dan kayu. Sekitar 80% dari puing-puing laut berasal dari sumber di 
darat. Padahal, limbah ini berasal dari negara maju yang terdiri dari limbah 
non-organik seperti plastik dan bahan sintetis. Kebalikannya juga benar. 
        Sampah laut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang sama 
dengan sampah umum. Dengan kata lain, sampah organik dan limbah 
anorganik. Sampah organik adalah sampah yang telah lapuk (terurai) dan 
dapat dipecah menjadi zat yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut 
kompos). Di sisi lain, limbah anorganik adalah limbah yang dihasilkan dari 
bahan non-biologis dan hasil dari bentuk produk interaktif dan teknologi 
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pemrosesan untuk bahan tambang seperti limbah anorganik seperti logam, 
plastik, kertas, kaca, deterjen dan keramik. Keduanya Karena limbah berasal 
dari bahan non-biologis, mikroorganisme sulit dipecah dan membutuhkan 
waktu lama untuk dipecah. Masalahnya adalah bahwa hampir semua 
sampah laut bersifat anorganik dan sulit dibongkar. Sampah juga dapat 
dikonsumsi oleh organisme hidup di laut.
5
  
2.4 Konservasi Lautt& Konservasi Perairan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil 
 
       Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 
tidak akan dapat terlepas dari fungsi konservasinya. karena konservasi 
diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi 
sumberdaya agar tetap tersedia untuk mewujudkan perikehidupan yang 
lestari dan menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi 
perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil searah dengan prinsip-prinsip 
ekonomi biru (blue econommy) yang dapat memberikan jaminan dalam 
efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif 
menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta bisa 
menumbuhkan keuntungan bagi ekonomi masyarakat lokal setempat.     
       Penetapan suatu kawasan Konservasii merupakan cara yang efektif 
selaku salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir & laut, karena 
kawasan ini merupakan tempat berlindungnya ikan-ikan yang penting untuk 
proses pemijahan dan berkembangbiak dengan baik. Kinerja / Keberhasilan 
                                                          
5
 Greenpeace. (2006). Annual Evaluation Report . Kenya: UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME. 
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suatu kawasan Konservasi laut dapat diukur dengan tiga sudut pandang 
yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.
6
 
       Konservasi  Laut merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan 
pemanfaatan suatu wilayah laut atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya 
sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan untuk menjamin 
keberadaan dan keseimbangan sumberdaya ikan dan ekosistemnya di dalam 
suatu kawasan laut tertentu baik pada waktu sekarang dan yangakan 
datang.
7
 Kini konservasi sudah menjadi desakan & kebutuhan yang harus 
dipenuhi sebagai harmonisasi akan kebutuhan ekonomi masyarakat & 
keinginan untuk dapat melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.
8
   
       Paradigma & Pengelolaan kawasan perairan di Indonesia memasuki 
erabaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 
tentang perikanan, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, serta Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. Yang pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan 
kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat 
melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewenangan pemerintah 
daerah sebagimana diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, ialah 
penelolaan kawasan konservasi dengan sistem zonasi, terdapat empat 
pembagian zona yang dapat dikembangkan didalam Kawasan Konservasi 
                                                          
6
 Pelletier D, G.-C. J. (2005). Standpoint, Designing Indicators of Assessing The Effects of Marine 
Potected Areas on Coral Reef Ecosystems :A Multidisciplinary. Aquat Living Resour. 
7
 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan & Dirjen Kelautan, P. d.-P. (2013). Informasi 
Kawasan Konservasi Indonesia. Jakata: Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
8
 Perikanan, K. K. (2018). Konservasi untuk Kesejahteraan. Jakarta: Dirjen Kelautan, Pesisir da 
Pulau-Pulau Kecil. 
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perairan, yaitu : zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan 
dan zona lainnya. 
       Kawasan Konservasi Laut, terdiri dari Taman Nasional Laut (TNL), 
Taman Wisata Alam Laut (TWAL), Cagar Alam Laut (CAL). Adapun 
Kawasan Konservasi Perairan laut yang terdiri dari Taman Nasional 
Perairan (TNP), Suaka alam  perairan (SAP), Taman Wisata perairan 
(TWP), Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Upaya Konservasi 
Kawasan.  
       Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 
2016  di jelaskan bahwa Kategori Kawasan Konservasii Perairan di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecill salah satunya yaitu Sempadan Pantai. Sesuai 
Perpres Nomor 51 Tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib menetapkan batas 
sempadan pantai. Sehingga daerah yang memiliki kawasan pesisir/pantai 
wajib menetapkan batas sempadan pantainya yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten/Kota dikarenakan sempadan pantai termasuk sebagai kawasan 
konservasi. 
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Gambar 2.1 Kategori Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Sumber : Dirjen Pengelolaan Ruang Laut- KKP Tahun 2016 
 
       Di dalam tabel tersebut sudah di jelaskan bahwasannya, poin-poin 
tersebut merupakan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil.  
Dan yang Tergolong kawasan konservasi meliputi : Kawasan Konservasi 
Pesisir dan Pulau-Pulau (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), 
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan yang terakhir Sempadan Pantai.  
2.5 Sustainable Marine Development 
       Pembangunan berkelanjutan atau yang populer dengan istilah 
“sustainable development” secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. 
IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup” digunakan dalam UU 
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu 
pembangunan berkelanjutan akan dasarnya ditunjukan  agar bisa 
mendapatkan pemerataan pembangunan antar generasiimasa kini maupun 
masa mendatang.  
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       Menurut KLH (1990), pembangunan (pada dasarnya orientasi 
ekonomi) dapat mengukur keberlanjutannya berdasarkan tiga ketentuan: 
1. Tidak menggunakan sumber daya alam atau menghabiskan sumber daya 
alam 
2. Tidak ada polusi atau dampak lingkungan lainnya 
3. Kegiatan harus dapat meningkatkan penggunaan sumber daya atau 
mengganti sumber daya. 
       Selaras dengan konsep-konsep di atas, Sutamihardjja (2004) 
menganjurkan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk dalam upaya 
untuk mencapai wabah berikut: 
a. Pemerataan keuntungan dari hasil pengembangan antargenerasi (keadilan 
antar generasi) Ini berarti bahwa ketika menggunakan sumber daya alam 
untuk pertumbuhan, perlu memperhatikan pembatasan yang wajar dalam 
pengendalian ekosistem atau sistem lingkungan, dan untuk 
meminimalkan eksploitasi sumber daya alam yang dapat diganti. Itu 
berarti Anda tidak dapat bertukar. 
b. Melindungi atau melindungi konservasi sumber daya alam dan 
lingkungan yang ada, dan mencegah terjadinya kegagalan ekosistem 
yang bertujuan untuk memastikan kualitas hidup yang dalam kondisi baik 
untuk generasi mendatang. 
c. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam hanya untuk mengejar 
pertumbuhan ekonomi untuk distribusi yang adil penggunaan sumber 
daya alam yang berkelanjutan antar generasi. 
d. Pertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan sekarang dan di 
masa depan. 
e. Pertahankan manfaat dari mengembangkan atau mengelola sumber daya 
alam dan lingkungan yang memberikan manfaat jangka panjang atau 
jangka panjang yang berkelanjutan antar generasi. 
f. Pertahankan kualitas dan kualitas hidup manusia antar generasi 
tergantung pada habitatnya. 
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Untuk menyebarkan nilai menciptakan standar konsumsi yang berbeda 
dalam kebutuhan sosial dan budaya yang masuk akal, kapabilitas 
lingkungan, dan bersemangat agar setiap orang perlu dipertimbangkan 
dalam konsep pembangunan berkelanjutan Saya bisa. Namun, pemenuhan 
kebutuhan ini cenderung bergantung pada kebutuhan untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan produksi terbesar. Pembangunan 
berkelanjutan jelas membutuhkan pertumbuhan ekonomi di mana kebutuhan 
utama tidak bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi, jika konten 
pertumbuhan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Namun, pada 
kenyataannya, aktivitas produksi yang tinggi dapat terjadi dengan ekonomi 
tingkat rendah yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan 
lingkungan. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan mengharuskan 
orang untuk menjalani kehidupan penuh dengan meningkatkan kapasitas 
produksi mereka dan pada saat yang sama memastikan kesempatan untuk 
meningkatkan standar hidup untuk semua. 
Karena konsep keberlanjutan diakui sebagai konsep yang sederhana 
namun kompleks, konsep keberlanjutan adalah interpretasi yang sangat 
multidimensi dan multidimensi. Menurut Heal (Fauzi, 2004). Setidaknya 
ada dua aspek dari konsep keberlanjutan ini. Yang pertama adalah aspek 
waktu. Karena keberlanjutan tidak ada hubungannya dengan apa yang 
terjadi di masa depan. Yang kedua adalah dimensi interaksi antara sistem 
ekonomi, sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) meneliti 
keberlanjutan dari berbagai perspektif. Ia percaya bahwa keberlanjutan 
memiliki makna yang statis dan dinamis. Keberlanjutan dari sisi statis 
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didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam terbarukan pada 
kecepatan teknis tertentu, sehingga ada empat faktor yang perlu 
dipertimbangkan: keadilan, partisipasi, keanekaragaman, Ada integrasi, dan 
pandangan jangka panjang  
2.6 Pengelolaan Marine Debris pada daerah pesisir dalam kerangka 
Desentralisasi dan Otonomi daerah  
Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagai pengganti UU No 22 tahun 1999. Semenjak diundangkannya 
undang-undang tersebut, kebijakan pemerintah terhadap hubungan pusat dan 
daerah yang dahulunya menggunakan sistem sentralisasi berubah menjadi 
sistem desentralisasi/otonomi daerah.  
A. Otonomi daerah  
       Otonomi daerah bermula dari istilah Autos yang artinya sendiri dan 
nomos yang artinya pemerintahan. So,  otonomi daerah artinya 
pemerintahan sendiri. Secara filosofis otoda dapat diartikan sebagai sebuah 
mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah 
untuk berpartisipasi secara luas dan mengekpresikan diri dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah 
pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi 
wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan 
mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu 
disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah
9
 
                                                          
9
 Hakim, A. A. (2006). Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah: di Era 
Demokrasi Langsung. Yogyakarta: Toga Press. 
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         Otonomi daerah merupakan harapan dalam pelaksanaan pembangunan 
secara keseluruhan yang mana masing-masing daerah memiliki kesempatan 
dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 UU 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu:  
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”.10 
 
       Josep Riwu Kaho menyebutkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan 
otonomi apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
11
  
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah: 
urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan 
oleh pemerintah pusat kepada daerah.  
2. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, 
maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur 
pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah 
tangga daerahnya  
3. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas 
inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri  
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala 
kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga 
daerahnya  
       Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam 
Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwasannya  otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya 
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 (Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, 2004) 
11
 Kaho, J. R. (1996). Mekanisme Pengontrolan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah . 
Jakarta: Bina Aksara. 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yakni ayat 6, 
daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat lokal menurut usaha sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12
 
       Dengan demikian, konsep otonomi daerah, pada hakikatnya 
mengandung arti pada kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik 
politik maupun administratif, menurut prakasa sendiri. Dalam konteks ini 
maka kebebasan dalam mengambil keputusan dengan prakasa sendiri adalah 
suatu keniscayaan. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang 
penting, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat.  
       Sebelum reformasi, kekuasaan dan kekuasaan pemerintah pusat 
terhadap daerah sangat besar dan menentukan. Berbagai urusan dan 
kepentingan daerah ditentukan oleh pusat tanpa cukup mendengarkan dan 
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah. Banyak daerah merasakan 
ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya yang bersumber dari 
daerahnya. Maka melalui gerakan reformasi, paradigma pengelolaan negara 
yang sentralistik, tidak demokratis dan kurang menunjukan nilai-nilai 
keadilan dan kerakyatan mulai dikritisi. Hasilnya desentralisasi dipilih 
sebagai pengaturan pengelolaan negara.  
       Secara universal, keberadaan pemerintahan daerah atau daerah otonom 
berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan daerah adalah unit 
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organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga 
dinilai paling mampu menyerap aspirasi, kebutuhan dan kepentingan warga 
masyarakat.  
       Bowman dan Hampton dalam bukunya Koirudin, mengungkapkan 
bahwasannya tidak ada suatu pemerintahan dari negara dengan wilayah 
yang sangat luas bisa membuat kebijakan secara efektif ataupun bisa 
melaksanakan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanankan 
kebijakan dan program-programnya secara efisien melalui sistem 
sentralisasi.
13
 Dengan begitu, urgensi pelimpahan kewenangan pusat baik 
dalam perihal politis maupun secara administratif, kepada organisasi atau 
unit di luar pemerintahan pusat menjadi hal yang sangat penting untuk dapat 
menggerakan dinamika sebuah pemerintahan.  
       Dari segi ketatanegaraan maka masalah pemerintahan daerah, 
merupakan masalah struktural dari suatu negara, sebagai suatu organisasi 
kekuasaan. Sebagai organisasi kekuasaan, maka dapat terjadi beberapa 
kemungkian terhadap kekudukan kekuasaan tersebut, pertama, kekuasaan 
itu terhimpun (gatrered) dan tidak dibagi-bagikan dan kedua, kekuasaan 
tersebut tersebar (despresed) dalam arti dibagi-bagikan pada kelompok-
kelompok lainnya. Walaupun Indonesia sebagai negara kesatuan, akan tetapi 
semenjak diberlakukan kebijakan otonomi daerah maka kekuasaan yang 
dimiliki negara dibagi-bagikan kepada daerah-daerah.  
Abdul Aziz Hakim, berpendapat bahwa dalam hal kekuasaan negara itu 
dibagi-bagikan, terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu 
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 Khoirudin. (2005). Sketsa kebijakan desentralisasi di Indonesia, format masa depan otonomi 
menuju kemandiarian daerah. Malang: Averros press. 
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pembagaian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian menurut 
garis horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang 
kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu 
(didasarkan atas sifat tugas yang bekerja sejenisnya, sehingga menimbulkan 
lembaga-lembaga negara) yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang 
diatur dengan mekanisme chek and balance. Sedangkan pembagian 
kekuasaan secara vertikal, melahirkan garis hubungan antara pusat 
kekuasaan dan cabang-cabangnya (dalam hubungan “atas-bawah”).14 
Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua hubungan yaitu: 
pertama, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari pusat 
kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk menyelenggarakan 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. Kedua, pelimpahan 
sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabangnya. Dengan 
kata lain pemencaran kekuasaan vertikal melahirkan pemerintahan daerah 
yang otonom yang memikul hak desentralisasi. Dalam UU No 32 Tahun 
2004 Pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yaitu politik luar 
negeri; pertahanan; keamanan; yustisi moneter dan fiskal nasional; dan 
agama.  
       Prinsip dasar dari teori desentralisasi dan pembagian kekuasaan 
vertikal yang dianut Indonesia menghasilkan daerah otonomi dan bentuk 
pemerintahan daerah otonom. Sehubungan dengan itu, UU No 32 Tahun 
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2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan 
melalui tiga asas yaitu:  
a. Asas Desentralisasi  
Dalam asas desentralisasi, adanya pelimpahan kewenangan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh 
rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat 
dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah 
tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak 
menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat. Dalam UU 
No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, menegaskan bahwa 
pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum dan daya saing daerah (Pasal 1 ayat 7).  
b.  Asas Dekonsentrasi  
Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, dimana 
terjadi pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan 
pemerintah pusat yang ada disuatu wilayah dalam hubungan hirarkis 
antara atasan dan bawahan, untuk secara bertingkat 
menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di wilayah itu, 
menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari 
pemerintah pusat Dekonsentrasi dalam UU No.32 tahun 2004 
didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
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Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 ayat 8).  
c. Asas Tugas Pembantu  
Pasal 1 ayat 9 UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa tugas 
pembantu adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau 
desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa 
serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu.  Tugas pembantu sebagai tugas 
pemerintah daerah, untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 
pemerintah, yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah 
tingkat atasanya, dengan kewajiban untuk mempertanggung 
jawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat 
pula diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan, 
untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari 
pemerintah pusat. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi 
argumentasi yang kuat baik secara teoritik ataupun secara empirik.  
      Pemberian otonomi untuk daerah bertujuan mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 
serta peran masyarakat. Selain itu juga dengan otonomi dalam lingkungan 
strategis globalisasi mengharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing 
dengan dasar prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah melalui sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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       Pemberian otonomi untuk daerah perlu dilaksanakannya dasar prinsip 
negara kesatuan. Dalam negara kesatuan yang berdaulat hanya ada 
pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak pernah ada 
kedaulatan daerah. Daerah yang mempunyai otonomi berwenang mengatur 
dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan 
kepentingan umum. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah 
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Yang menjadi pembeda 
terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya 
saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di 
tingkat lokal dalam mendukung pencapaian tujuan nasional secara 
keseluruhan 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, perihal 
Pemerintah Daerah “Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus soal pemerintahan & kepentingan masyarakatnya berdasarkan 
kemampuannya sendiri menurut aspirasi  masyarakat dalam sistem (NKRI) 
Negara Kesatuan Republik Indonesia” sehingga perlu dirancangkan 
dokumen jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu Recana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah RPJMD. 
      Desentralisasi merupakan paradigma penyelenggaran pemerintah daerah 
stelah di tetapkannya Undang-undang Pemerintah Daerah Terbaru yakni UU 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan sistem Desentralisasi 
maka terjadi perubahan mendasar terhadap perubahan kewenangan 
mendasar tentang penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan 
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Lingkungan Hidup. Di dalam UU Pemerintah Daerah urusan Lingkungan 
Hidup termuat pada urusan pemerintahan wajib, tetapi tidak termasuk 
pelayanan dasar.  
Undang-undang otonomi daerah terbaru terkait dengan pengolahan 
limbah laut, yaitu semangat otonomi daerah sebagaimana didefinisikan 
dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diklasifikasikan 
sebagai pengelolaan lingkungan. Undang-undang pemerintah daerah 
menetapkan masalah lingkungan sebagai kewajiban pemerintah, tetapi tidak 
termasuk layanan dasar. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, 
laut menjadi perekat dan menyatukan masyarakat Indonesia. Karenanya, 
otoritas yang berwenang mengizinkan wilayah laut untuk dikotak-kotakkan 
oleh pemerintah pusat atau daerah (negara bagian atau kabupaten) karena 
laut dicirikan sebagai ekosistem besar yang memerlukan pengelolaan dan 
pengembangan terintegrasi. Bukan berarti Salah satu kewajiban yang 
termasuk dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 adalah keseimbangan 
antara keuangan pusat dan daerah. Neraca keuangan antara sumber daya laut 
pusat dan daerah adalah 80%: 20%. Keseimbangan yang diperoleh oleh 
wilayah dibagi secara merata di antara semua wilayah di negara bagian. Ini 
sudah dijelaskan dalam UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 
2.7 Integrated Policy pada Pembangunan Kelautan Nasional 
       Dalam pembuatan kebijakan yang melampaui batas bidang kebijakan 
yang telah ditetapkan menyangkut pengelolaan isu-isu lintas sektor, dan 
yang tidak sesuai dengan tanggung jawab institusional masing-masing 
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departemen disebut dengan Integrasi kebijakan. Hal ini juga mengacu pada 
pengelolaan tanggung jawab kebijakan dalam satu organisasi atau sektor 
tunggal. Pembuatan kebijakan terpadu mengacu pada integrasi sektoral 
horisontal (antara berbagai departemen dan / atau profesi dalam otoritas 
publik) dan integrasi vertikal antar pemerintah dalam pembuatan kebijakan 
(antara berbagai tingkatan pemerintahan), atau kombinasi keduanya. 
Menurut Underdal (1980), persyaratan dasar untuk kebijakan yang akan 
memenuhi syarat sebagai 'terintegrasi' adalah kelengkapan (mengakui ruang 
lingkup yang lebih luas dari konsekuensi kebijakan dalam hal waktu, ruang, 
aktor dan masalah), agregasi (sejauh minimal alternatif kebijakan dievaluasi 
dari perspektif 'keseluruhan') dan konsistensi (sejauh minimal kebijakan 
menembus semua tingkat kebijakan dan semua lembaga pemerintah).
15
 
       Manajemen antar pemerintah dalam Konsep manajemen antar 
pemerintah menurut, Agranoff 1986 kurang lebih sama dengan koordinasi 
antar-organisasi, tetapi lebih menekankan pada pencapaian tujuan melalui 
kerja sama dan kerjasama. koordinasi dan interaksi lainnya antar 
pemerintah. Seperti pembuatan kebijakan terintegrasi, manajemen antar 
pemerintah bersifat horizontal dan vertikal. Namun, ada perbedaan fokus: 
manajemen antar pemerintah lebih fokus pada hubungan vertikal, sementara 
pembuatan kebijakan terintegrasi lebih mementingkan hubungan 
horizontal.
16
 
                                                          
15 Underdal, A. (1980). Integrated marine policy. What? Why? How? Marine Policy 
16
 Agranof, R. (1986). Intergovermental Management. New York: State University of New York 
Press. 
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Sebagaimana konsep integrated policy yang mengharuskan terintegrasi 
antar sektor, maka yang namanya Kolaborasi itu tidak terelakkan. Akan 
tetapi, pada Integrated policy ini kolaborasinya lebih pada lebih pada 
kebijakan yang terintegrasi bukan pada kolaborasi antar sektor.  karena yang 
tedapat pada Integrated policy kebijakannya yang harus berkolaborasi. 
Seperti yang terdapat pada pengelolaan kelautan yang bercirikan 
kebijakannya terintegrasi.  
       Kolaborasi ialah Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan 
bentuk hubungan antar organisasi. kolaborasi ini umumnya dapat 
digambarkan sebagai bentuk yang sangat positif dari bekerja dalam 
hubungan dengan organisasi lain untuk beberapa bentuk saling 
menguntungkan
17
. Fokus dalam pendekatan ini sangat pada output dari 
proses kolaborasi, yang disebut keunggulan kolaboratif, semacam sinergi 
untuk melegitimasi kolaborasi. Gagasan keunggulan kolaboratif (yang 
bertentangan dengan gagasan keunggulan kompetitif) menghadirkan 
alternatif bagi pemikiran yang didominasi pasar dalam manajemen publik.
18
 
merujuk pada kerjasama dalam hal kolaborasi: kerja sama adalah tingkat di 
mana kolaborasi ada dalam hal program, sumber daya, informasi, dan 
sebagainya. Gray  menggunakan istilah kolaborasi untuk mendefinisikan 
dikerjakan melalui proses dimana pihak-pihak yang melihat berbagai aspek 
masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan 
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 Huxham, C. (1996). Creating Collaboatifve Advantage. London: Sage. 
18
 Hage, C. A. (1993). Organization Working Together. Newbury park: Sage. 
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mencari solusi yang melampaui visi mereka sendiri yang terbatas tentang 
apa yang mungkin terjadi.
19
 
       Integrasi kebijakan membutuhkan lebih banyak interaksi antar sektor 
daripada koordinasi kebijakan. Ini sedikit dijelaskan oleh perbedaan dalam 
output. Sementara koordinasi bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan 
sektoral agar membuatnya saling menegakkan dan konsisten, integrasi 
kebijakan menghasilkan satu kebijakan bersama untuk sektor-sektor yang 
terlibat. Perbedaan dalam output ini didasarkan pada perbedaan dalam 
tujuan juga. Koordinasi adalah tentang kebijakan organisasi yang memiliki 
kurang lebih tujuan sektoral yang sama, sementara pembuatan kebijakan 
terintegrasi berangkat dari tujuan yang tidak tercakup dan pada skala yang 
lebih tinggi daripada tujuan sektoral. Sasaran semacam itu bisa juga disebut 
sebagai sasaran lintas sektoral (seperti pembangunan berkelanjutan). 
       Integrasi lebih menuntut para pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam proses. Secara umum, integrasi kebijakan memerlukan lebih banyak 
interaksi, aksesibilitas dan kompatibilitas, mengarah pada lebih saling 
ketergantungan (dan juga mengikuti lebih banyak saling ketergantungan 
mengenai masalah yang dipertaruhkan), membutuhkan pengaturan 
kelembagaan yang lebih formal, melibatkan lebih banyak sumber daya, 
menuntut pemangku kepentingan untuk memberikan lebih banyak otonomi 
dan lebih komprehensif dalam hal waktu, ruang, dan aktor. Selain itu, 
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integrasi kebijakan identik dengan konsep-konsep sebagai pemerintah 
holistik, pemerintahan bersama atau pembuatan kebijakan lintas sektoral 
       Pembuatan kebijakan terintegrasi tergantung pada berbagai faktor, 
menjadikannya upaya yang kompleks. Oleh karena itu, pembuatan 
kebijakan terpadu akan selalu menjadi keseimbangan  yang rapuh antara 
fasilitator, penghambat, biaya dan manfaat dan karenanya tidak akan pernah 
dapat diterima begitu saja. Selain itu, mungkin ada kesenjangan antara 
kebutuhan akan kebijakan yang koheren dan kapasitas untuk mencapainya.  
       Fasilitator dan penghambat koordinasi antara lain kepribadian yang 
mengganggu atau sulit, pertahanan profesional dan filosofi perencanaan 
yang berbeda. Challis mejelaskan bahwa tidak ada yang cukup untuk 
menyabot koordinasi sepenuhnya. Namun, bertindak secara paralel atau 
kombinasi, mereka dapat memiliki pengaruh kuat pada pembuatan 
kebijakan. Elemen struktural memiliki dampak lebih pada ‘Lingkungan 
koordinatif’.20 Ini termasuk faktor-faktor politik (seperti dukungan politik, 
gaya politik, nilai-nilai dan ideologi), masalah kebijakan (seperti konsensus 
tentang sifat masalah dan solusinya), dan faktor spesifik yang berkaitan 
dengan bidang kebijakan yang dimaksud. Bertentangan dengan elemen 
perilaku, yang memiliki sifat inimical, elemen struktural dapat menjadi 
penghalang utama atau peluang yang signifikan. Sifat dari integrasi 
kebijakan (lintas sektoral) berbeda dari koordinasi kebijakan dan kerjasama, 
itu harus melibatkan keduanya pada saat yang sama. Selain itu, berbagai 
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 Challis, L. F. (1998). Joint approaches to social policy: rationality and practice. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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konsep sinonim dapat ditemukan, seperti pembuatan kebijakan lintas 
sektoral, pemerintahan holistik atau gabungan. Integrasi kebijakan 
menyangkut pengelolaan isu-isu lintas sektoral dalam pembuatan kebijakan 
yang melampaui batas bidang kebijakan yang ada, dan yang tidak sesuai 
dengan tanggung jawab institusional masing-masing departemen. Kebijakan 
terintegrasi bersifat komprehensif, beragregasi, dan konsisten. 
        Kebijakan pembangunan maritim nasional yang terdiri dari berbagai 
kebijakan, yaitu kebijakan ekonomi kelautan, kebijakan kelautan, dan 
kebijakan tata kelola kelautan, merupakan kebijakan terintegrasi dalam 
pembangunan nasional. , Referensi untuk pengembangan laut jangka 
panjang. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2. Tiga Pilar Pembangunan Kelautan Nasional 
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan 
 
       Berlandaskan gambar yang tertera diatas, tiga pilar diatas seharusnya 
dikembangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan kelautan nasional. 
Tiga pilar, dengan kebijakan kelautan sebagai pilar utama, harus menjadi 
"kehidupan" untuk merumuskan "cetak biru" untuk pengembangan laut. 
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Dengan hadirnya cetak biru ini, pembangunan diharapkan memiliki arah dan 
kebijakan yang jelas dari tingkat pemerintah pusat ke daerah. Cetak biru ini 
memberikan kerangka kerja bersama bagi daerah untuk mengembangkan 
kebijakan pengembangan laut regionalnya sendiri dalam konteks otonomi 
dan desentralisasi. Dengan demikian, pengembangan lautan adalah sinergis, 
dapat disesuaikan, dan terintegrasi dari tingkat kabupaten / kota, negara 
bagian dan nasional. 
          Dari pengelompokan yang terdaftar,  bisa mendapatkan sektor yang 
tidak dapat diperbarui seperti pertambangan laut dan mineral. Kedua, 
sumber daya terbarukan adalah perikanan, hutan bakau, terumbu karang dan 
sebagainya. Ketiga, sektor hulu dan hilir seperti pelayaran, industri 
pelayaran, wisata bahari, industri pertahanan, perdagangan antar pulau, dan 
bahkan perikanan. Keempat, mendukung aspek-aspek seperti infrastruktur, 
struktur lepas pantai, pertahanan dan keamanan. Tentu saja, sektor yang 
sangat kompleks membutuhkan keterkaitan dan sinergi antara berbagai 
lembaga nasional yang terlibat. Bahan laut multi-sektor dan kompleks 
menunjukkan bahwa pembangunan laut memerlukan pendekatan sinergis 
dan terpadu baik secara vertikal di tingkat kebijakan maupun secara 
horizontal di tingkat implementasi. 
2.8 Sea Power 
Menurut Alfred Thayer Mahan , merumuskan enam karaker  yang 
menjadi syarat penting sebuah negara potensial untuk dapat 
mengembangkan Sea Power di suatu negara, diantaranya yaitu geographical 
position (kedudukan geografi),  physical conformation  (bentuk fisik tanah 
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dan pantai),  extent of territory  (luasnya wilayah),  number of population 
(jumlah penduduk yang turun ke laut),  national character (karakter 
penduduk bangsanya) dan  character of government (karakter pemerintah 
termasuk lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya).
21
  
Konsep negara kepulauan merupakan konsep yang mendasari 
pengajuan Deklarasi Djuanda tahun 1957 ke UNCLOS untuk mendapatkan 
legalisasi   internasional. Maka selama lebih dari tiga dasawarsa hingga 
Deklarasi Djuanda diakui secara internasional menjadi ajang Indonesia 
untuk membuktikan pantas atau tidak  perairan tersebut dimiliki oleh 
Indonesia.
22
 
Dengan demikian, sea power bagi Indonesia merupakan hal yang sangat 
penting karena Indonesia sendiri adalah negara peringkat ke satu sebagai 
kepulauan terbesar di dunia, dimana elemen-elemen sea power akan 
menjadi modal dalam membangun dan pendayagunakan kekuatan maritim 
nasional.  Perairan yurisdiksi nasional Indonesia sangat bermanfaat bagi 
pembangunan ekonomi Indonesia, jika dimanfaatkan dengan baik karena 
didalamnya  terdapat prospek kandungan sumber daya alam yang tumpah 
ruah sekaligus berpotensi dan bermacam ragam. Dalam pelaksanaannya, 
semua kekayaan itu diakui banyak mengundang niat pihak-pihak 
tertentu/asing yang tidak bertanggung jawab melalui cara yang dianggap 
paling mudah bahkan condong melanggar kaidah. Menanggapi hal tersebut, 
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seharusnya  kembali lagi pada kita, bagaimana cara kita dalam mengelola 
sumber daya manusianya, sumber daya alam yang kita miliki serta 
kebijakan pemerintah dalam membantu pengamanan wilayah laut yurisdiksi 
Nasional Republik Indonesi RI. 
Jadi, Sea power ini ibarat laut itu adalah kekuatan, yang didalamnya 
terkandung banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan (profite 
everything) maka dari itu laut harus dikelola secara benar-benar dengan 
menggunakan kebijakan yang harus terintegrasi. Karena laut itu penting 
untuk berbagai macam kegunaan maka dari itu harus terbebas dari sampah. 
2.9 Blue Economic Growth 
       Ekonomi biru adalah tahap di mana bahan baku dari proses produksi 
berasal dari luar angkasa dan mengikuti mekanisme alami. Ekonomi Biru 
adalah alat yang dapat digunakan untuk secara tidak menguntungkan 
memperbaiki situasi ekonomi lama dan menciptakan lebih banyak kegiatan 
dalam bentuk model yang berkelanjutan. Memberikan solusi terbaik dengan 
menggerakkan perekonomian dan menciptakan kelompok yang lebih baik 
untuk masa depan. Konsep ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab 
tantangan  sistem ekonomi global, yang cenderung eksploitatif dan merusak 
lingkungan yang diciptakan oleh eksploitasi di luar kapasitas dan kapasitas 
alam. Inti dari ekonomi biru adalah  pembangunan berkelanjutan yang telah 
meningkatkan kepenuhan ekonomi hijau dengan slogan "Blue Sky-Blue 
Ocean". dimanapun Ekonomi tumbuh, rakyat tetap sejahtera, akan tetapi 
langit dan laut tetap Biru. 
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        Blue Economy adalah konsep mengoptimalkan sumber daya air, dan 
hasilnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan 
inovatif dan kreatif sembari memastikan keberlanjutan bisnis dan kelestarian 
lingkungan . Konsep ekonomi biru maju dan berfokus pada efisiensi. 
Efisiensi mendorong investasi dan pengembangan bisnis perikanan dengan 
tetap menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan pro-ekosistem 
adalah inti utama dari ekonomi biru. Karena itu, semua limbah yang 
dihasilkan dari kegiatan penangkapan ikan harus bebas dari tanah yang 
terkontaminasi dan air publik. Karena limbah kimia dan organik dapat 
secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kehidupan habitat dan 
ekosistem, pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk mengelola hasil 
limbah. 
       Bukunya, Pauli (2006) mengatakan bahwa “Blue Economy is a 
collection of innovations contributing towards the creation of a global 
consciousness rooted in the search for practical solutions based on 
sustainable natural systems.”23 yang esensinya: 
     Pelajaran dari Nature: Blue Economyy meniru alam, yakni cara kerjaa 
ekosistemnya sesuaii dengan yang disediakan alam & caraa kerja dengan 
efisiensi tinggi. 
    Logika ekosistem adalah berfungsinya ekosistem model Ekonomi Biru, 
yang mengalir seperti air dari gunung yang mengandung nutrisi dan energi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan semua makhluk hidup dan 
tanaman yang berinteraksi dan saling mendukung, limbah dari sesuatu 
                                                          
23
 Pauli. (t.thn.). The Bluee Ecnomy 10 yearss, 100 Innoovations, 100 Milliions jobs. Paradigma 
Publication . 
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menjadi makanan / energi ke orang lain. Hanya dengan gravitasi energi yang 
didistribusikan secara efisien dan merata tanpa henti, bahkan tanpa ekstraksi 
energi eksternal. 
       Inovasi & Kreativitas Blue Economy lahir melalui inovasi dan 
kreativitas. Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang telah ditemukan oleh 
Blue Economy, dengan prinsip meniru fungsi ekosistem: ekosistem selalu 
bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk menghantarkan 
nutrisi dan energi tanpa limbah ke kebutuhan dasar semua pihak yang 
terlibat dalam suatu sistem. untuk memenuhi. 
       Jusuf menerangkan, ekonomii biru bisa dilihat bagai langkah yang 
diambil untuk mengembangkan ekonomi rakyat secara mendalam dengan 
tujuan untuk mengembangkan ekonomi pembangunan berkelanjutan.  
Dalam ekonomi biru ini pendekatan yang digunakan yakni dengan 
pengenasan kemiskinan, pertumbuhan, penyerapan enaga kerja dan 
melestarikan lingkungan. Ketika daya dukung adalam dan daya tampung 
lingkungan sudah tidak seimbang dalam memfasilitasi kegiatan penduduk 
dan kehidupan generasi masa yang akan datang hal ini bisa mengancam 
karena akhibat kerusakan lingkungan yang terjadi.
24
 Perlu dibutuhkan 
kesadaran, pengertian, dan pembelajaran (pemberdayaan masyarakat) 
kepada sesama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar.  
                                                          
24 Jusuf, G. (2016). Ekonomi Biruu Menjadii Arah Kebijakan PPembangunan Perikanan. Siaran 
Pers. 
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       Prinsip-prinsip yang terdapat didalam ekonomii biru bisa menjadi gold 
key didalam perencanaan pembangunan nasionalll. upaya konkrett darii 
aplikasi  "blue economy" kini dibagi jadi 3, yaitu : "Pertama adalah soal 
pemahaman yang lebih jelas tentang nilai dari ekosistem laut. Kedua, 
dengan lebih efektif mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, 
ini terkait dengan kesinambungan bahan pangan dengan strategi ekonomi 
serta sosial pembangunan," Perubahan ekonomi juga menjadi salah satu 
strateginya seperti perubahan ekonomi dalam potensi pasar dan industri. 
Kegitan nelayan di pantai yang menerpakan prinsip ekonomi biar adalah hal 
yang tepat dalam mendukung dunia untuk menyongsong tantangan 
perubahan iklim yang sensitif terhadap perubahan ekosistem laut seperti 
pencemaran laut. 
       Terbitnya konsep blue economy yang digagas oleh KKP yakni 
bertujuan untuk memastikan dan memperingatkan kembalii urgentsitasnya 
mengelolah lagi sampah buangan hasil darii aktifitas perikanan  supaya  
tidak mencemari lingkungan sehingga ekosistem lingkungan masih tetap 
terjaga. Prinsip Blue Economy memakai bahan baku dari alam dengan 
efisien, tidak meninggalkan limbah, mewariskan dampak sosial yang luas.
25
 
sistem produksi berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta kaya 
inovasi dan adaptasi teknologi teramah lingkungan. Dengan harapan dari 
penerapan Blue Economy penambahan nilai ekonomis dengan zero waste, 
akan membuka peluang usaha baru dan berbanding lurus dengan 
penambahan jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Seluruh bahan 
                                                          
25
 Sutardjo, C. S. (2012). Ekonomi Biruu tidak Betentangan dengan Ekonomi Hijau. Antara. 
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baku yang termanfaatkan tidak akan menimbulkan limbah sehingga 
keberlangsungan usaha dan sumber daya alam terjamin. 
